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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Perubahan yang mendasar terhadap manajemen kepegawaian sudah sangat perlu dilakukan, dalam hal untuk menjawab tuntutan dari masyarakat mengenai birokrasi yang bersih dengan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan keputusannya. Untuk mendukung kebijakan desentralisasi dalam pengimplementasiannya dan Otonomi Daerah, proses desentralisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemerintah Daerah. Dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah untuk untuk mengurangi beban APBD, disamping itu untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi khususnya upaya untuk mengatasi masalah hight cost economy yang tidak menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Akibat adanya pergeseran susunan dan pergeseran politik di Indonesia yang tergambar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Daerah perlu untuk merumuskan satu program dan strategi guna mendukung bagi pelaksanaan reformasi di bidang kepegawaian. Program dan strategi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, bersih KKN dan bertanggung jawab atas apa yang diputuskannya atau dilakukannya. Dengan memfokuskan dan memprioritaskan cara pandang jauh ke depan pada satu tujuan, maka suatu instansi harus di benahi supaya tetap eksis, antisipatif dan inovator. Dengan demikian suatu tujuan merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang dalam jangka panjang merupakan sesuatu yang harus dibenahi.

Manajemen kepegawaian merupakan proses yang tidak pernah tuntas dan akan mengalami perubahan yang terus menerus baik karena adanya tuntutan baru yang sesuai dengan keadaan, kebutuhan juga adanya koreksi atas kelemahan formulasi atau karena faktor perubahan lingkungan intern dan ekstern. Secara politisi manajemen kepegawaian merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi. Secara teknis masih terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, pada prinsipnya acuan dasar dari manajemen kepegawaian telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kalau kita menelaah makna dari manajemen kepegawaian, bahwa kata manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur sedangkan, kepegawaian berasal dari kata pegawai yang artinya secara singkat adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari Pemerintah. Dengan dasar pengertian tersebut maka, rumusan manajemen kepegawaiaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tepat. Dalam halnya mengenai kepegawaian aspek utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan implementasinya.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja para Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengelolaan manajemen kepegawaian yang tercatat dan terkoordinasi perlu memiliki sistem pengendalian, untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan dari manajemen kepegawaian yang telah ditetapkan, dan yang menjadi permasalahan adalah sejauhmana manajemen kepegawaian daerah dengan pengimplementasiannya pada proses pembinaan Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan disiplin kerja di Daerah Kabupaten Indramayu  pada Tahun 2006, karena dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil masih adanya ketentuan yang secara administrasi tidak tercatat dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Jadi tugas pokok dari pada manajemen kepegawaian adalah bagaimana usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan, memelihara dan membina pegawai ke arah suatu kapabilitas dalam suasana kerja yang menyenangkan dengan syarat kerja yang memuaskan. Tugas lain daripada manajemen kepegawaian, adalah bagaimana dapat memanfaatkan pegawai secara efisien, mensuplai pegawai dalam kualitas dan kuantitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menentukan kriteria manajemen kepegawaian yang baik, maka harus dipenuhi sebagai satu ciri yang harus ada dalam pelaksanakan aktivitas-aktivitas di bidang kepegawaian.

Mengacu pada konsep diatas dan disamping melihat mengenai latar belakang serta mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka penulis mengambil judul Kuliah Kerja Lapangan ini “MANAJEMEN KEPEGAWAIAN MENGENAI PROSES PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GUNA MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA DI DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU”. (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu pada Bulan Agustus Tahun 2006).

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menjelaskan fokus masalah yang akan diteliti dalam pelaporan kuliah kerja lapangan ini, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teknik pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Indramayu pada Bulan Agustus Tahun 2006?

2. Bagaimana strategi pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Indramayu pada Bulan Agustus Tahun 2006?

3. Bagaimana materi pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Indramayu pada Bulan Agustus Tahun 2006?

4. Bagaimana hasil pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Indramayu pada Bulan Agustus Tahun 2006?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Maksud dari Kuliah Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui dan memfokuskan manajemen kepegawaian daerah pada proses pembinaan Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan disiplin kerja di Daerah Kabupaten Indramayu. sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui teknik pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Indramayu pada Bulan Agustus Tahun 2006.

2. Untuk mengetahui strategi pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Indramayu pada Bulan Agustus Tahun 2006.

3. Untuk mengetahui tentang materi apa dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Indramayu  pada Bulan Agustus Tahun 2006.

4. Untuk mengetahui hasil pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Indramayu pada Bulan Agustus Tahun 2006.

1.4 Kegunaan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Sejalan dengan permasalahan di atas diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan pada program Strata I Jurusan Ilmu Pemerintah FISIP UNIKOM.

2. Untuk kepentingan bagi penulis dalam mengembangkan dan memahami tentang makna dari manajemen kepegawaian pada Proses Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Guna Meningkatkan Disiplin Kerja di Daerah Kabupaten Indramayu pada Tahun 2006.

3. Bagi kegunaan ilmiah, hasil Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Pemerintah Daerah khususnya dalam mengatur pemerintahannya di bidang Kepegawaian.

1.5 Kerangka Pemikiran

Manajemen Kepegawaian merupakan kegiatan-kegiatan yang secara garis besar telah ditentukan oleh administrator. M. Manullang mendefinisikan mengenai pengertian manajemen kepegawaian dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Manajemen”, bahwa :

“Manajemen kepegawaian (personnel management) adalah seni dan ilmu perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan adanya kepuasan hati pada diri para pegawai”. (Manullang,1962:11).

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian integral dari pemerintah daerah dan merupakan suatu badan yang inovatif, efektif dan efisien dalam rangka untuk membangun dinamika sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kepala pemerintahan daerah, badan ini (Badan Kepegawaian Daerah) menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Daerah merupakan lembaga perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu. Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang manajemen kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi seperti halnya dalam melaksanakan suatu pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah guna meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan pembinaan sangat diperlukan, supaya Pegawai Negeri Sipil mampu meningkatkan disiplin kerja sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah yaitu untuk membangun ke arah yang lebih maju, sesuai dengan apa yang direncanakannya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Nondi Supardi dan Romli Arsyad dalam bukunya yang berjudul Etika Pemerintah mengemukakan mengenai sistem pembinaan yang mengandung tujuan sebagai berikut :

“Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materi dan spiritual”. (Supardi dan Arsyad, 2003:32).

Dasar pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berlandaskan pada sistem Karier dan sistem Prestasi Kerja Pasal 12 ayat (2) yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu :

“untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang propesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”.

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem Prestasi Kerja dan sistem Karier yang dititikberatkan pada sistem Prestasi Kerja.

Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetisi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat meningkatkan daya guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara. Jelasnya pembinaan harus berpedoman pada :

1. Sistem Pembinaan Karier

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mendefinisikan pengertian Sistem Pembinaan Karier, bahwa :

“Sistem pembinaan karier adalah salah satu sendi organisasi yang baik dan dilaksanakan untuk menimbulkan kegairahan kerja dan rasa tanggung jawab yang besar dari seluruh pegawai”.

Dalam manajemen kepegawaian sistem karier adalah menjalankan suatu sistem kepangkatan yang mempunyai tujuan untuk suatu lapangan pekerjaan yaitu sebagai lapangan pekerjaan satu-satunya dalam kehidupan seseorang.

2. Sistem Prestasi Kerja

Menurut Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia mendefinisikan mengenai Sistem Prestasi Kerja adalah :

“Suatu sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki sesuatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang bersangkutan”. (Musanef,1991:57).

Sedangkan penggerak dalam suatu mekanisme, maka dalam sistem prestasi kerja yang berupa motivasi untuk bekerja seoptimal mungkin atau sebaik mungkin. Sistem prestasi kerja merupakan akumulasi dari berbagai unsur kejiwaan dari pegawai yang dikaitkan dengan suatu kegiatan yaitu, etos kerja dalam mencapai prestasi kerja yang maksimal. Unsur-unsur tersebut terdiri dari niat, semangat, dedikasi dan loyalitas seseorang dalam melaksanakan suatu kerja yang pada akhirnya menghasilkan suatu kinerja yang tinggi berdasarkan kesadaran, keikhlasan dan pengabdian.

Dalam upaya pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil baik dalam kepentingan pembinaan karier serta penilaian prestasi kerja. Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pekerjaannya atau jabatannya, maka Pegawai Negeri Sipil setiap akhir tahun ditetapkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Unsur-unsur yang dinilai dalam DP3 ada 8 macam yaitu :

1. Kesetiaan.

2. Prestasi kerja.

3. Tanggung jawab.

4. Ketaatan.

5. Kejujuran.

6. Kerja sama.

7. Prakarsa.

8. Kepemimpinan.

(Supardi dan Arsyad, 2003:40)

Proses merupakan serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Siswoyo dalam bukunya Manajemen Industri mendefinisikan pengertian proses, bahwa :

“Dalam hubungannya dengan proses pembinaan komponen-komponen mengenai strategi, teknik, materi dan hasil merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dimana strategi, teknik, dan materi sangat menentukan dalam pelaksanaanya guna mencapai tujuan atau hasil (output) dari suatu proses itu sendiri”. (Siswoyo,1995:86). 

Strategi merupakan suatu penyusunan yang didasarkan atas pemanfaatan keunggulan-keunggulan. Dalam proses pembinaan juga diarahkan dengan suatu rencana dimana rencana tersebut merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mengenai proses pembinaan pegawai, maka suatu strategi mestinya sebagai susunan rencana yang berdasarkan skala urutan prioritas tindakan dengan penyelesaiannya secara bertahap.

Pada dasarnya strategi merupakan penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan untuk memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Geoge R. Terry yang dikutip Malayu SP. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah mendefinisikan pengertian strategi, bahwa:

“Strategi adalah hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan jumlah penggunaan waktu, uang dan usaha”. (Hasibuan, 1996:104).

Hal yang sama pengertian strategi menurut Alfonsus Sirait dalam bukunya “Manajemen”, yaitu mendefinisikan strategi sebagai berikut :

1. Strategi adalah merupakan program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakannya.

2. strategi adalah merupakan pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. 

3. Strategi menciptakan kesatuan arah bagi organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu dan strategi memberikan pengarahan dalam mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut. (Sirait,1991:139).

Metode merupakan suatu anlisis dan perancangan sesuatu mengenai teknik dan prinsip serta bahan untuk mendapatkan rancangan (design) terbaik dari sebuah metode pembinaan. Analisis dan perancangan metode pembinaan pegawai memegang peranan sangat penting terutama dalam hubungannya dengan masalah pelaksanaan pembinaan dalam suatu organisasi, lembaga atau instansi yang pelaksanaannya dapat sesuai atau tepat waktu.

Pada umumnya metode berkaitan dengan prosedur dimana prosedur adalah suatu rangkaian langkah/tahap (series of step). Menurut Soewarno Handayaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen mendefinisikan pengertian metode, bahwa: 

“Metode adalah berhubungan suatu kegiatan tunggal atau tempat kerja (single operation or work place), metode merupakan sesuatu yang mencakup bidang atau sebagai pokok, yang berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kegiatan itu dilakukan”. (Soewarno,1994:134). 

Konsep ini pada umumnya teah digunakan di dalam berbagai tingkat atau bidang maksud kegiatan. Teknik dan prinsip yang digunakan untuk mengukur komponen metode pembinaan pegawai, yaitu sebagai berikut : 

1. Manusia (Pegawai) dengan sifat dan kemampuan-kemampuannya.

2. Material.

3. Perlengkapan dan peralatan dalam pembinaan pegawai.

4. Lingkungan pembinaan.

Untuk mendapatkan metode pembinaan yang paling baik, maka dalam suatu pembinaan pegawai harus mengintegrasikan keempat faktor diatas, sehingga dalam pembinaan pegawai dapat dicapai tingkat efektif dan efisien. Menurut Siswoyo, MSIE dalam bukunya “Manajemen Industri” mendefinisikan kegiatan analisis metode pembinaan, yaitu : 

“Analisis metode pembinaan adalah mencatat secara sistematis dan menguji dengan teliti tentang cara yang berlaku untuk melaksanakan pembinaan pegawai yang ditujukan untuk mengembangkan dan menerapkan cara pembinaan dengan kriteria efektif dan efisien”. (Siswoyo,1995:67).

Teknik-teknik dalam suatu pembinaan adalah mengenai metode dari suatu perencanaan yang berhubungan dengan prosedur bagaimana perencana (planner) melaksanakan tugasnya. Adapun yang dimaksud dengan prosedur berhubungan dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan mulai dari persiapan sampai berakhirnya perencanaan tersebut.

Menurut Mc. Farland yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” mendefinisikan pengertian teknik, bahwa : 

“Teknik ialah menemukan suatu masalah yang mungkin timbul dimasa yang akan datang, yang mempunyai hubungan penting di dalam pencapaian dan pelaksanaan daripada tujuan organisasi itu”. (Soewarno,1994:137). 

Dengan memperhatikan komponen-komponen dalam proses pembinaan diatas, maka disusunlah suatu rencana strategi dengan tahap pelaksanaan yang ditetapkan dalam urutan skala prioritas, harus saling berkaitan, saling menunjang dan tidak terpisahkan satu sama lainnya. Sehingga dalam suatu proses akan diperoleh suatu output yang merupakan bentuk dari suatu proses pembinaan dan juga merupakan suatu hasil dari proses yang dilaksanakan sebagai suatu kegiatan yang bulat. 

Materi merupakan suatu sumber nilai dan merupakan sumber data setelah diolah menjadi sumber informasi yang kemudian diatur, dinilai, sehingga mudah untuk dijadikan bahan dalam suatu kegiatan. Hasil akhir ( the ends) dari suatu pembinaan yaitu spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran. (Soewarno,1994:127).  Pembinaan yang baik harus memenuhi mengenai bagaimana kebijaksanaan tersebut harus dijalankan, supaya dicapai efektif dan efisien (berdaya guna dan berhasil guna) dalam pembinaan pegawai.

Maksud dari adanya pembinaan adalah untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan ketidaksesuaian, penyelewengan, pengarahan, pemahaman dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan. Jadi pembinaan bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi untuk memberikan suatu pengarahan dan pemahaman terhadap suatu masalah mengenai tugas dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pembinaan juga bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayqa guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Disamping itu tujuan pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan pada :

1. Penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu dan berimbang atas dasar kriteria-kriteria objektif baik secara individu maupun secara kelompok sehingga dapat memberikan manfaat bagi instansi.

2. Pemahaman kelembagaan mengenai tugas dan fungsi.

3. Penyampaian informasi yang aktual, berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan kepegawaian.

4. Pemahaman mengenai masalah hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam suatu pembinaan dikaitkan dengan adanya suatu kebijakan dari pembinaan itu sendiri, maka kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh ditangan presiden dan untuk daerah berada pada Bupati. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Keseluruhan pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambil keputusan yang berwujud suatu perintah khusus atau umum dan instruksi-instruksi dalam suatu badan atau lembaga.

Macam-macam pembinaan Pegawai Negeri Sipil meliputi :

1. Pembinaan intelektual dan keterampilan.

Pembinaan ini diarahkan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan handal sebagai upaya penyempurnaan pegawai di bidang kepegawaian. 

2. Pembinaan mental dan spiritual.

Pembinaan diarahkan untuk menjamin adanya Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, berwatak dan berbudi luhur sebagai pengemban tugas dan amanat rakyat.

Pelaksanaan pembinaan juga merupakan fungsi dari manajemen dimana manajemen mempunyai pengertian dan fungsi. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya susunan atau tercapainya tujuan, sedangkan fungsi manajemen merupakan tugas kegiatan dalam pelaksanaan suatu kerangka kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Luther Guliek dalam bukunya yang berjudul The Process of Administration and Management yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari :

“(1) Perencanaan (Planning); (2) Pengorganisasian (Organizing); (3) Penyusunan Pegawai (Staffing); (4) Pembinaan (Directing); (5) Pengorganisasian (Coordinating) ; (6) Pelaporan (Reporting); (7) Anggaran (Budgeting), fungsi tersebut dikenal dengan akronim POSDCORB”. (Soewarno, 1994 : 24).

Manajemen dan pembinaan merupakan serangkaian yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya yang saling menunjang dalam suatu pelaksanaan badan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

1.6 Metode Penelitian Dalam Pelaporan Kuliah Kerja Lapangan

Dalam penyusunan laporan ini penulis berusaha memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Mohammad Nazir dalam bukunya “Metode Penelitian Sosial” yang mendefinisikan metode deskriptif sebagai berikut :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kasus peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nazir,1998:63).

Teknik  pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Library Research
Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

2. Field Research
Peninjauan yang dilakukan langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu yang menjadi objek Kuliah Kerja Lapangan. Disamping itu penulis juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan instansi dan bagian-bagian yang menangani masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan nara sumbernya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil tersebut di Daerah Kabupaten Indramayu pada Bulan Agustus Tahun 2006. 

Dengan metode wawancara ini penulis dapat memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya tentang suatu masalah yang diteliti dan cepat memperoleh informasi yang diinginkan serta informasi yang diperoleh melalui wawancara akan lebih dipercaya kebenarannya, karena salah tafsiran dapat diperbaiki sewaktu wawancara dilakukan.

b. Observasi 

Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung keadaan instansi atau lembaga dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan penulis terhadap Proses Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Guna Meningkatkan Disiplin Kerja di Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006.

Dengan menggunakan cara penelitian penulis ingin mengetahui kebenaran pandangan teoritis tentang masalah yang diselidiki dalam hubungannya dengan dunia kenyataan. Disamping itu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.

1.7 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Lapangan

Kuliah Kerja Lapangan dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu yang berlokasi di Jalan Pahlawan No.62A Telp/Fax   (0234) 275006 Indramayu kodepos 452711. Adapun jadwal penelitian yang telah direncanakan selama 5 bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan November 2006 dan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan selama ± 30 (tiga puluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006 dan perencanaannya yaitu :

1. Tahap Persiapan

a. Menentukan Lokasi Kuliah Kerja Lapangan.

b. Pembuatan Surat Pengantar Kuliah Kerja Lapangan.

c. Perizinan

2. Tahap Pelaksanaan

a. 
Kuliah Kerja Lapangan.

b. Observasi.

c. Wawancara.

d. Studi Kepustakaan.

3. Tahap Akhir

a. Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Lapangan.

b. Penyerahan Hasil Laporan Kuliah Kerja Lapangan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini mengenai jadwal Kuliah Kerja Lapangan.

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.

	No
	Kegiatan 
	Tahun 2006

	
	
	Juli
	Agst
	Sep
	Okt
	Nop
	Des

	1.
	Tahap Persiapan
	
	
	
	
	
	

	
	a. Menentukan Lokasi KKL
	
	
	
	
	
	

	
	b. Pembuatan Surat Pengantar KKL
	
	
	
	
	
	

	
	c. Perizinan
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tahap Pelaksanaan 
	
	
	
	
	
	

	
	a. Kuliah Kerja Lapangan
	
	
	
	
	
	

	
	b. Observasi
	
	
	
	
	
	

	
	c. Wawancara
	
	
	
	
	
	

	
	d. Studi Kepustakaan
	
	
	
	
	
	

	3
	Tahap Akhir
	
	
	
	
	
	

	
	a. Penyusunan Laporan KKL
	
	
	
	
	
	

	
	b. Penyerahan Hasil Laporan KKL
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